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ABSTRAK 
FEBRIAN INDAR SURYA KUSUMA. E0013179. 2013. PENGGUNAAN HAK 
INISIATIF UNTUK PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM 
KERANGKA OTONOMI DAERAH (STUDI DI DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH SURAKARTA TAHUN 2016). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan 
hak inisiatif DPRD Kota Surakarta Tahun 2016 untuk pembentukan peraturan 
daerah dalam kerangka otonomi daerah serta untuk mengetahui permasalahan 
yang timbul terkait dengan penggunaan hak inisiatif DPRD Tahun 2016 dalam 
pembentukan Peraturan Daerah dan solusinya. 
 Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. 
Lokasi penelitian di DPRD daerah Kota Surakarta. Jenis data yang digunakan 
adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data utama yang didapatakan 
dari wawancara kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Surakarta pada tahun 2016 yang terlibat langsung dalam penggunaan hak iniatif 
serta kepala rapat dan perundang-undangan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Surakarta. Data Sekunder adalah data yang mendukung data primer 
baik data dari internet maupun kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Analisis data 
kualitatif dengan model interaktif data. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, yaitu 
penggunaan hak inisiatif DPRD Kota Surakarta tahun 2016 dalam pembentukan 
peraturan daerah sudah sesuai berdasarakan peraturan yang berlaku, akan tetapi 
belum optimal karena dari peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah yang 
sudah dibahas hanya satu peraturan daerah yang merupakan hasil inisiatif dari 
DPRD Kota Surakarta tahun 2016. Dalam pembentukan peraturan daerah hasil 
inisiatif DPRD Kota Surakarta masih dijumpai beberapa hambatan akan tetapi 
pada prinsipnya semua hambatan tersebut telah dapat teratasi. 
Kata Kunci: Hak Inisatif, Peraturan Daerah, DPRD 
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ABSTRACT 
FEBRIAN INDAR SURYA KUSUMA. E0013179. USE OF INITIATIVE 
RIGHTS FOR ESTABLISMENT OF LOCAL REGULATIONS WITIHIN THE 
FRAMEWORK OF REGIONAL AUTONOMY (STUDY AT THE COUNCIL 
OF REGIONAL PEOPLE’S REPRESENTATIVE OF SURAKARTA IN 2016) 
The aim of the research is to know and analyze the use of initiative right of 
Regional People’s Representative Assembly (DPRD) in Surakarta on 2016 to 
forming the regional regulation within framework of regional autonomy and to 
know the problems are arising that related the use of People’s Representative 
Assembly’s initiative right on 2016 for the forming of Local Regulation and its 
solutions. 
This research is descriptive empirical law research. The location of it in DPRD 
Surakarta. The type of data are used by primary and secondary data. Primary data 
is the main data that obtained from DPRD members 2016 interview whom are 
directly involves within the use of right initiative and head of meeting and 
legislation in secretariat of DPRD in Surakarta. Secondary data are about data 
which support the primary data both of internet and bibliography. Data collection 
techniques are used by interview and bibliography. Analysis of quantitative data 
with interactive data model. 
Based on the result of research and discussion concluded that the use of DPRD 
right initiative in Surakarta 2016 for the forming of regional regulation is 
appropriate based on the prevailing regulations but they aren’t optimal yet because 
by the local regulation which has been discussed only one local regulation which 
is the result of the DPRD right initiative 2016. The formation of local regulation 
resulted the initiative of DPRD is still found some obstacles but the principle is all 
of them has been resolved. 
Keyword: Initiative Right, Regional Regulation, DPRD 
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MOTTO 
“Hawya Pegat ngudiya Ronging budyayu 
Margane suka basuki 
Dimen luwar kang kinayaun 
Kalising panggawe sisip 
Ingkang taberi prihatos” 
Jangan berhenti selalulah berusaha berbuat kebajikan, 
Agar mendapat kegembiraan serta keselamatan, 
Serta tercapai segala cita-cita, 
Terhindar dari perbuatan yang bukan-bukan, 
Caranya haruslah gemar Prihatin 
(Raden Ngabehi Ronggowarsito) 
 
“Manusia yang belum pernah mengalami penderitaan tidak akan pernah 
mengalami kebahagiaan” 
(Kahlil Gibran) 
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